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MEGATRENDS 2030
(George Vielmetter & Yvone Sell, 2014)

* Globalisasi (from West to East)
* Krisis lingkungan dan energi (memicu perang?)
* Perubahan Demografi (aging population)

* Digital Era (people always on)...internet of things
(loT)

* Technological Convergence (Nano, Bio, Robotic)

* Individualisme dan Pluralisme (higher income
society)
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REVOLUSI INDUSTRI
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REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Perubahan Sedang Memasuki Revolusi Industri 4.0
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PERUBAHAN ITU TELAH
| J /\ | )

@ airbnb @ &
na We Alibaba Group

World's largest World's largest World's largest World's most
taxi company Accommodation provider B - Phone companies Valuable retailer

facebook. || @ societyone § NETFL|X [ é/pple Google

Most popular World's fastest World's largest World's largest
Media owner Growing bank movie house Software vendors
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10 STRATEGI PRIORITAS NASIONAL
UNTUK MAKING INDONESIA 4.0

Making Indonesie 4.0, sobuah readmap atau peta jean mangenal st ategl lndonesia Salam Impemestas:
memasukl industet 4 D untuk mencapal ¥) bosar ekonoms teckuat dunia di tahur 2050
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MAKING INDONESIA 4.0

1etapkan 10 prioritas nasional untuk “Makmg
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BERSLAP UNTU
REVOLUSHI INDUSTRI .

2
-

(2 INTEGRITAS () PROFESIONAL {0 INOVATIF (52 PEDULI

PERKEMBANGAN PENGGUNAAN
INTERNET

65 % PUSKANXD ™
I S FEMETRAL) MIMCELUNA NN S
48,2 % | 51.8 % .'I] 525 % DI PULAU lAVMm w1

5l LA tw Siw Ein 5~ \ “ "
" ) h 4 & & )
SUMATERA 1w BAUBNUSA  RAIMANTAN  SULAWTS:  MALLWU & PRPUA ~Tolo \
5 Wb b )60 1 1585 90 A 8458 110 Y%

HASLSURVEY2006  PPoLLing Mgy =

--------
———

FY 13271074 R

SASE SRTY AP 8

863 =

?47.5% . @ é ;;\

) INTEGRITAS (%) PROFESIONAL {E] INOVATIF (52 PEDULI

14/11/2018



Birokrasi Indonesia

) INTEGRITAS (%) PROFESIONAL ) INOVATIF (53 PEDULI

BERBELIT-BELIT?

Indonesia bureaucracy

|Wekome © Indorwesia,
ISr. You may entor e
|door and just folow o
| procedure

llustras Biroloras: & Indonesialtheeya-tia blogspot.com)
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MASALAH ETIKA DAN INTEGRITAS
PERSOALAN NEGERI INI
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KORUPSI DAN PUNGLI
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PELAYANAN PUBLIK

KALAU BISA

DIPERSULIT

NGAPAIN

DIPERMUDAH

@arifin_one_nur
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Retnyo birokres) il Indenesa
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KONSEPSI E-GOVERNMENT

E-Governance

OINTEGRITAS @PROFESIONAL @mova .PEDULI

KOMPONEN E-GOVERNMENT

i l?i-:-
.

Resources

e-Governance

5 Process
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Tantangan Implementasi e-Governm
ent di Indonesia

TANTANGAN UTAMA E-GOVERNMENT ﬁ
INDONESIA N

Visl balum terpadu

Kebijakan & regulas: belum lenghap
Belum ada komitmen anggaran
Ego sektoral

, Turinngan m-m-\

» Guvarnmant

*  Sistem terpisah-pisah * Tidak ada standard
= Nesenjangan digital " Kurangnys tata kelols yang efektif
*  Kurangnya keamanan informasi * Terbatasnya sumberdaya

manusia berkualites
* Keengganan untuk berbag!
sumberdaya

peabire Sladbn il et o il 4l
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. . @ wrerimas (5) proresionat ) wovatie £ peouws
Tugas analis kebijakan

@} Butir Kegiatan dalam PermenPAN dan RB 45 tahun 2013
LX)\ tentang JFAK dan Angka Kreditnya

Menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan ;

Merumuskan isu-isu kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan;

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan;

Menyusun naskah akademis;

Menyediakan rekomendasi kebijakan;

Melakukan Fokus Group Diskusi kepada pejabat publik dan pemangku kepentingan
terkait dengan isu, masalah atau rekomendasi kebijakan;

Melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan;

Melakukan kerjasama dan konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku
kepentingan ;

Menyelenggarakan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan
untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan kebijakan dan rekomendasi
kebijakan;

= Melakukan advokasi kebijakan;

= Melakukan diseminasi kebijakan;

II

= Membuat tulisan dalam bentuk monograf, artikel, jurnal dan dipublikasikan.

14/11/2018
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HASIL KERJA ANALIS
KEBIJAKAN

14/11/2018

c INTEGRITAS@ PROFESIONAL 6 INOVATIF @ PEDULI

1. Naskah Akademik RUU, RPP, RPPres, RPMen,
Raperda

2. Buku Referensi Kebijakan Nasional dan
Internasional

3. Monograf Kebijakan

4. Laporan Hasil Pemantauan

5. Laporan Hasil Evaluasi

6. Telaahan Staf

7. Bahan Pidato/ Ceramah/Presentasi

8. Memo Kebijakan

9. Modul Diklat

10. Model Kebijakan

11. Alat Bantu

12. Alat Bantu Gambar/ Suara Diklat

13. Buku Pedoman

14. Juklak / Juknis

15. Surat penugasan

16. Laporan diseminasi kebijakan

17. Laporan advokasi kebijakan

18. Daftar konsultasi dan hasil konsultasi

KARYA TULIS KEDINASAN

Peraturan LAN No.
28/2017
tentang Pedoman
Penulisan KTI bagi AK
Untuk satuan hasil
kegiatan yang tergolong
KTI, proses penilaiannya
akan dilakukan oleh Tim
Penilai dan Tim Ahli

. Policy Paper
. Policy Brief
. Artikel

Kebijakan
. Makalah

KARYA TULIS
ILMIAH

Analisis Kebijakan adalah...

* William N Dunn

» “...suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan
berbagai macam metodologi penelitian dan argumen untuk
menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan
dengan kebijakan yang digunakan dalam lingkungan politik
tertentu untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan”

Walter William (1971)

* Sebuah cara pensintesaan informasi termasuk hasil-hasil
penelitian, untuk menghasilkan suatu format keputusan
kebijakan dan menentukan informasi yang relevan dengan

kebijakan.

) INTEGRITAS (%) PROFESIONAL {0 INOVATIF (5 PEDULI
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Proses Analisis Kebijakan
(Weimer & Vining)

Memahami masalah

Analisis Masalah Menetapkan tujuan

Memilih metode untuk solusi

Proses Analisis
Kebijakan Menentukan kriteria evaluasi

Menetapkan alternatif solusi

Analisis Solusi

Evaluasi alternatif
Rekomendasi aksi

(2 INTEGRITAS () PROFESIONAL {0 INOVATIF (52 PEDULI

Mengelola Hasil Penelitian untuk Kebijakan

Knowledge :
Masalah Kebijakan Perumusan
Prediksi Kebijakan bahan-bahan
Tindakan Kebijakan kebijakan
Kinerja Kebijakan

Analisis
Kebijakan

Keterlibatan
Stakeholders : Dokumen :
Agenda Setting Penelitian — Policy Memo
Formulasi kebijakan (Knowledge) Policy Issue
Policy Adoption Kertas Kerja
Implementasi Kebijakan Executive Summary

Penilaian Kebijakan News Release
Presentasi/forum :

Dialog kebijakan
Konferensi
Knowledge Pertemuan
Utilization Briefing

Komunikasi
Interaktif

Dengar Pendapat

{5 INTEGRITAS (%) PROFESIONAL | INOVATIF {1 PEDULI
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Menggunakan metode
analisis kebijakan untuk
memberikan informasi lebih
lanjut dan lebih baik dalam
setiap tahapan pembuatan
kebijakan

Menyiapkan dokumen
saran kebijakan tertulis
seperti, policy paper, policy

Menerjemahkan informasi
dan analisis ke dalam
bahasa yang mudah
dimengerti oleh orang lain

Mengkomunikasikan isi
dokumen saran kebijakan
baik melalui briefing, rapat,

14/11/2018

brief, policy memo tentang
solusi potensial untuk suatu
masalah

percakapan, dan konferensi
kepada para pembuat
kebijakan

Bagaimana Analisis Kebijakan Dapat
Meningkatkan Proses Pembuatan Kebijakan

(2 NTEGRITAS (%) PROFESIONAL | INoVATIF {ZXpEDULI

Analisis Rekomendasi Kebijakan

(Tiga Kemungkinan Implementasi Rekomendasi Kebijakan)

Lingkungan Sosio-

2 Politik AN
/ S \
/ \
/ IMPLEMENTASI \
1 PENUH \

REKOMENDASI
KEBIJAKAN

IMPLEMENTASI .
SEBAGIAN Organisasi

-
—~—

TIDAK I
TERIMPLEMENTASIKAN I
\ /
\ /
\ : :
N Lingkungan Sosio- ,/

Kultural-Ekonomi

{5 INTEGRITAS (%) PROFESIONAL | INOVATIF {1 PEDULI
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Dokumen ringkas dan netral yang berfokus
pada isu tertentu yang membutuhkan
perhatian pengambil kebijakan, yang
memaparkan alasan/rasional pemilihan
alternatif kebijakan tertentu yang ada pada

(LAN, 2015, Modul Pelatihan AK).

Dokumen singkat yang menyajikan

untuk non-specialized audience.
(IDRC, Canada)

eINTEGRITAS @PROFESIONAL OINOVATIF 9 PEDULI

Policy Paper dan Policy Brief

Policy brief menawarkan pertimbangan-pertinbangan atas berbagai opsi kebijakan kepada
pembaca tertentu (particular audience) misalnya praktisi (pejabat/pimpinan organisasi
pemerintahan, birokrasi), politisi, donors.

Policy Brief lebih bersifat “professional” karena ditargetkan untuk pembaca yang memiliki waktu
terbatas untuk mengambil keputusan-keputusan.

Pertanyaan dalam bentuk ‘What’, ‘How’, ‘Who’, ‘When’.

o0 o

OINTEGRITAS @PROFESIONAL .INOVATIF B PEDULI
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Jenis dan Perbedaan Komponen
Makalah Kebijakan

14/11/2018

Spesialis kebijakan Pembuat keputusan Beragam stakeholder
Audience-driven:

Value-driven: Audience-driven: Pesan

Rekomendasi umum dan | kebijakan khusus untuk m kﬂb'kl kel k°'"l

analisis isu-isu kebijakan | stakeholder R

Diseminasi dan debat Digunakan untuk

mengenal hasil-hasil Digunakan uniuk 30 | tujuan advokasi dan

penelitian kebijakan lobi

Dapat memuat penelitian | Jarang memuat Jarang memuat

primer penelitian primer penelitian primer

Sangat akademis [ teknis | Harus jelas Harus jelas

Maksimum 60 halaman Antara 2 - 4 halaman Maksimal 2 halaman

@INTEGRITAS @PROFESIONAL @INOVATIF 9 PEDULI

Policy Brief

Menijelaskan
issue/masalah,
konteks, stakeholders,
cakupan dan dampak.
Policy brief
mengeksplorasi
berbagai penyebab
masalah, hubungan

antar berbagai isu
terkait, serta
mengidentifikasi
implikasi temuan-
temuan dalam analisis
terhadap aktor-aktor
kunci.

aINTEGRITAS @PROFESIONAL QINOVATIF 9 PEDULI
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Komunikasi Policy Brief

Siapayany membaca.? Sangat sibuk

bertanggung jawab untuk membuat
berbagai kebijakan (keputusan)
terkait dengan substansi produk
kebijakan

tidak selalu memiliki ‘pengetahuan
yang tinggi’ tentang subyek/fokus
dalam produk kebijakan (apalagi
dibandingkan penulis produk
kebijakan)

@INTEGRITAS @PROFESIONAL BINOVATIF @ PEDULI

Siapa Pembaca Policy Brief..?
Kepada siapa Policy Brief ditujukan?

Bagaimana tingkat pengetahuan/pemahaman
mereka dengan isu atau fokus Policy Brief?

Bagaimana sikap dan tanggapan mereka
dengan isu atau fokus Policy Brief?

Bagaimana Policy Brief dapat memenuhi
kebutuhan mereka?

Bagaimana mempengaruhi atau mempersuasi
mereka?

00000

() INTEGRITAS () PROFESIONAL (E) INOVATIF (£ PEDULI
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Fokus pada 1

topik

Batasi tulisan
kurang lebih 1500 Jelaskan
kata (2-4 halaman) tujuan

flemilih Isi/
Fokus Policy Brief

Pisahkan fakta

k . f s .
pel;g%]g/&?a?na Identifikasi fakta

formal yang
mendukung tujuan

@INTEGRITAS @PROFESIONAL @INOVATIF 9 PEDULI

TEMPLATE POLICY BRIEF

Pendekatan dan Hasil

aINTEGRITAS @PROFESIONAL QINOVATIF 9 PEDULI
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Apa sajakah isi dari
sebuah Policy Brief ?

1. Judul romepory
oy Contoh v
2. Daftar Isi ekl o
3. Ringkasan (Eksekutif)
4. Pendahuluan
5. Deskripsi Masalah Analisis
6. Rek jasi Kebiial SOLUSI
7. Kesimpulan
8. Apendiks atau Lampiran (bila
harusada) Policy Briel =
Alat Komunikasd
9. Daftar Pustaka i

@INTEGRITAS @PROFESIONAL QINOVATIF B PEDULI

Cara Merumuskan JUDUL
* Quo Vadis Staf Abli Gubernur? .

‘ Peran Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja Migran ‘

L ‘Memanusiakan’ Pekerja Migran: Mengikis W
Utopia Kehadiran Negara

°INTEGRITAS @PROFESIONAL alNOVATIF 9 PEDULI
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Cara Menyusun Executive Summary

Gambarkan

overview isi

policy brief
pada Menarik
pembaca yang pembaca

Letakkan
pada sampul
muka atau
bagian atas
policy brief

sangat sibuk untuk Ditulis

membaca terakhir
keseluruhan Apa,
policy brief e R
Bagaimana
dan oleh
siapa

OINTEGRITAS @PROFESIONAL aINOVATIF 9 PEDULI

Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah pekerja migran yang
tinggi mencapai 9 juta pekerja atau setara dengan 7 persen dari total
angkatan kerja Indonesia pada tahun 2016 dan penyumbang besar devisa
negara. Meskipun mereka bekerja di luar negeri (negara-negara ASEAN,
Asia Pasifik (Taiwan dan Hongkong) serta negara-negara Timur Tengah),
persoalan pekerja migran hampir 70 persen terkait dengan permasalahan
yang terjadi atau berada di dalam negeri. Mulai dari sumber informasi yang
kurang valid, tidak transparansinya biaya penempatan, pendidikan untuk
pekerja migran yang tidak memadai, serta merebaknyanya calo-calo
perekrut para pekerja migran yang semakin hari semakin tumbuh subur
saja akibat dari lemahnya regulasi pemerintah. Kondisi ini memberikan
dampak terhadap semakin tingginya penganiayaan .......... jaminan
keamanan dan kualitas tenaga migran. Berbagal permasalahan pekerja
migran di atas sangat perlu dicarikan solusinya. Pemerintah (?) harus
tegas untuk merevitalisasi peraturan yang ada untuk melindungi pekerja
migran Indonesia...

OINTEGRITAS (%) PROFESIONAL @INOVATIF i PEDULI
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PENDAHULUAN

EEEE

(Relevansi Isu/permasalahan
untuk mengingatkan pembaca
mengapa isu/masalah tersebut

penting bagi pengambil
keputusan).

ontoh:

. Peran apa yang dapat dimainkan Pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi
pekerja migran? Bagaimana gambaran kebijakan ketenagakerjaan di negara penempatan?
. Penyebab sebagian besar pekerja migran bermasalah?

. Bagaimana Pemerintah merespon pelaksanaan hukuman mati bagi pekerja migran?

. Efektifkah moratorium pengiriman pekerja migran diberlakukan?

. Bagaimana penegakkan hukum terhadap pekerja migran di dalam negeri?

@INTEGRITAS @PROFESIONAL @INOVATIF 9 PEDULI

DESKRIPSI MASALAH

Gambarkan
latar belakang
Tampilkan masalah (apa
ringkasan yang belum
diselesaikan dari Sudut
fakta )
Gambarkan isu/masalah) pandang
isu dan berbagai

Hubungan, )
konteksnya dinamika pihak yang
. terlibat

penyebab
berbagai

komponen Dampak
Kl terhadap

permasalahan stakeholders
dan juga hasil
pembangunan
secara umum

Kebijakan,
program, kegiatan
dan pendekatan
yang sudah
dilakukan (baik
yang berhasil
maupun yang
gagal)

aINTEGRITAS @PROFESIONAL QINOVATIF 9 PEDULI
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REKOMENDASI

Jelaskan secara
Jelaskan Metode

spesifik dan keberadaan
) emilihan
. terukur alternatif . aternatif kebijakan F;Iternat'f
'kebijakan yang lainnya |
dipilih

Keuntungan dan
Peluang untuk
dilaksanakan

Jangan terlalu
teknis

OINTEGRITAS @PROFESIONAL BINOVATIF 9 PEDULI

POLICY BRIEF dan ALTERNATIF KEBUAKAN

Policy brief
memiliki 2
tujuan utama
yaitu sebagai
media untuk

eksplorasi dan
advokasi.

oINTEGRITAS @PROFESIONAL BINOVATIF 9 PEDULI
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REKOMENDASI KEBJAKAN

Kebijakan di sini dalam arti luas bukan hanya peraturan perundang-undangan tapi berbagai tindakan
terkait isu/masalah.
Bagian ini menyajikan berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh target audience.

c Berikan opsi kebijakan/tindakan (paling tidak 3 opsi tindakan/maksimal 5).

Analisis opsi-opsi tersebut (kerugian dan keuntungan).
Sebutkan metode analisis yang digunakan (metode dan kriteria).
Sebutkan opsi yang direkomendasikan dan outcomes-nya.

Tuliskan hasil analisis dari sudut pandang yang kita wakili (target audience).

(bullet points, tabel, dan lain-lain) untuk mempermudah pembaca.

Analisis ini tidak membandingkan jumlah keuntungan dan kerugian (satu opsi dengan 1 keuntungn besar,
mungkin memiliki beberapa kerugian yang kecil; dibandingkan dengan 2 keuntungan kecil dan 1 kerugian).

G Untuk klarifikasi penulis bisa menampilkan pro dan kontra tiap opsi dalam bentuk yang menarik

Analisis kita sangat menentukan saran kita pada decision maker untuk memilih opsi yang paling
‘tepat’ untuk dipilih.

(&) INTEGRITAS (%) PROFESIONAL ) INOVATIF (&) PEDULI

KESIMPULAN

» Ungkapkan poin penting dalam rekomendasi

» Solusi Konkrit

Moratorium bukanlah solusi yang terbaik karena banyak celah yang
ustru  muncul dari moratorium pengiriman pekerja migran.
emerintah harus mengambil alih sektor pendidikan untuk pekerja
migran. Salah satunya dengan mengaktifkan dan mengopnmalkan
Balai-balai latihan di"daerah. Pendidikan harus diupayakan dengan
cara yang professional, Regulasi ataupun aturan perundangan yan
ada "harus diratifikasi, sehingga perlindungan terhadap buru
menjadi hal yang utama dan mendesak. Pemerintah perlu menyusun
solusi kebijakan yang komprehensif meliputi berbagai sektor.
Dengan cara ini, Indonesia dapat memiliki posisi tawar terhada
negara lain untuk saling membuat kesepakatan melindungi nasi
para pekerja migran.

* Rencana Aksi (Langkah Kedepan)

cINTEGRITAS @PROFESIONAL E:}INOVATIF PEDULI
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Komunitas Analis Kebijakan @

@AnalisKebijakan

Pusat Pembinaan Analis Kebijakan

www.dkk.lan.go.id
www.pusaka.lan.go.id
pusaka@lan.go.id
analiskebijakan@gmail.com

(021) 3868201-05, 3455021-5
Fax: (021) 3800187

; JI. Veteran No.10, Jakarta, 10110
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